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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pelaksanaan konsinyasi atau penitipan uang di Pengadilan 

merupakan bagian dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum. Spesifiknya terdapat pada proses pemberian ganti 

kerugian terhadap masyarakat yang berhak atau yang tanahnya menjadi 

obyek pembangunan untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasakan  

Pasal 42 ayat (1) Undang-UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan penitipan uang di 

Pengadilan Negeri atau konsinyasi dilakukan jika terdapat pihak yang 

berhak menolak kemudian pihak yang berhak mengajukan keberatan ke 

Pengadilan Negeri Klaten. Tata cara konsinyasi berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke 

Pengadilan Negeri Dalam Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Pihak yang berhak tersebut adalah warga yang 

beralamatkan di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten 

melakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Klaten 

karena hingga saat ini merasa ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan 

besaran yang di dapat akibat ganti kerugian dari lahan yang diguanakan 
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sebagai obyek pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten 

Klaten. 

B. Saran  

Musyawarah penetapan ganti kerugian menjadi permasalahan awal 

dilakukanya permohonan keberatan dan konsinyasi di Pengadilan Negeri 

Klaten. Masyarakat menilai musyawarah ialah diskusi bersama anatara 

pihak yang berhak dan Panitia pengadaan tanah  mengenai penentuan 

besaran ganti kerugian, namun dalam praktek yang dilaksanakan hanyalah 

dari Panitia pengadaan tanah  yang menerangkan dan memberikan 

informasi mengenai penetapan ganti kerugian. Sehingga banyak masyarakat 

yang menolak besaran ganti kerugian tersebut. Dari permasalahan tersebut, 

diperlukan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai makna 

dari musyawarah itu sendiri, kemudian apabila dalam pelaksanaan memiliki 

waktu yang cukup lama, maka musyawarah dilakukan dengan berdiskusi 

yang dilakukan antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan tanah . 

Oleh karena itu, akan meminimalisir pelaksanaan penitipan uang di 

Pengadilan dan masyarakat mendapatkan ganti kerugian yang lebih baik. 
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